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 Surakarta Office of Regional Revenue is an executive mean of regional 
government to manage regional revenues, led by a top officer who is responsible 
and under Major of Surakarta authority. In this era of regional autonomy, ever 
regional leader must enable to discover potentials for increasing Authentic 
Regional Revenue. 
The achivements can be measured by observing regional capability to 
increase Authentic Regional Revenue that later is used to cover all cost for 
regional expenses. One of these objects is advertisement, that consist of 
commercual signboard, billboard, banner, etc. Advertisement tax is a flexible and 
procedural tax in its collection as well as its practice and payment. 
Tax obligations of advertisement tax mostly do not understand the details 
of that tax, so it hinders the tax collecting. A tax obligation who lives out of town 
also becomes one of the problems. ln spite of that, the collection of advertisement 
tax towards authentic regional revenue of advertisement tax become one of tax 
components that plays a potential role to increase Authentic Regional Revenue. 
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Dinas Pendapatan Daerah Kota Surakarta adalah unsur pelaksanaa 
pemerintah daerah di bidang pendapatan daerah, yang dipimpin oleh seorang 
kepala dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota 
Surakarta. Dalam era otonomi daerah saat ini, setiap kepala daerah harus bisa 
menggali potensi untuk peningkatan pendapatan asli daerah. 
Keberhasilan dapat diukur dengan melihat kemampuan derah dalam 
meningkatkan pendapatan asli daerah yang kemudian digunakan untuk membiayai 
pengeluaran daerah. Salah satu objek adalah reklame, mulai dari baliho, billboard, 
dan sebagainya. Pajak reklame merupakan pajak yang prosedural dan fleksibel 
dalam hal pemungutan pajaknya maupun dalam hal pembayaran serta pelaksanaan 
pajaknya. 
Wajib pajak dari pajak reklame rata-rata banyak yang belum begitu 
memahami seluk beluk dari pajak reklame tersebut, sehingga menjadi faktor 
penghambat pemungutan pajaknya. Wajib pajak yang tinggal di luar kota juga 
menjadi faktor pendukung penghambat pemungutan dari pajak reklame tersebut. 
Meski demikian pemungutan pajak reklame terhadap pendapatan asli daerah pajak 
reklame merupakan salah satu komponen pajak yang cukup potensial peranannya 
dalam peningkatan pendapatan asli daerah. 
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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 
v Jadikan sabar dan sholat sebagai penolongmu, sesungguhnya yang demikian 
itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk (Al-Baqarah: 45) 
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A. Latar Belakang  
Masih tetap sama dengan tahun-tahun sebelumnya, pajak adalah salah satu 
komponen atu media yang sangat penting dalam pemberian kontribusi yang cukup 
besar untuk kelangsungan Pemerintahan dan Pembangunan Nasional di Indonesia 
(Nugrohowati, 2002). Pajak memiliki peran yang berarti dalam menunjang serta 
meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia khususnya, mengingat cukup penting 
dan besamya peran pajak maka penerimaan dalam bidang pajak perlu ditingkatkan, 
dengan adanya intensifikasi pajak daerah, diharapkan realisasi pajak daerah dapat 
meningkat yang selanjutnya dapat memenuhi kebutuhan keuangan yang 
dipergunakan untuk membiayai kegiatan Pemerintah Daerah. 
Reklame adalah benda, alat-alat, atau media yang bentuk dan coraknya beragam 
yang dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan dan memujikan barang, 
jasa atau orang ataupun untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa 
atau orang yang ditempatkan atau dilihat, dibaca dan / atau didengar dari suatu 
tempat oleh umum. 
Berdasarkan PERDA Kota Surakarta No. 5 tahun 1999 tentang Pajak Reklame, 
penyelenggaraan reklame meliputi : Reklame papan / billboard, 
Reklame’kain,Reklame melekat/ stiker, Reklame selebaran, Reklame berjalan, 
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Reklame kendaraan,Reklame peragaan,Reklameudara,Reklamesuara, Reklame film / 
slide. 
Adapun yang dikecualikan dalam pengenaan pajak reklame yaitu 
penyelenggaraan reklame melalui televisi,radio,warta harian, warta mingguan, 
warta bulanan, dan yang sejenisnya. 
Tujuan pemasangan reklame adalah untuk mempromosikan jasa atau produk 
agar masyarakat membeli atau menggunakan jasa atau produk yang ditawarkan. 
Dalam pemasangan reklame juga dibutuhkan tempat-tempat yangsekiranya 
strategis, namun juga tidak bisa memasang reklame di sembarang tempat. Ada 
tempat-tempat yang dilarang untuk memasang reklame, seperti di jalur-jalur atau 
jalan-jalan utama. Pada tempat-tempat umum juga diperkenankan adanya 
pemasangan reklame, seperti di terminal, stasiun, halte, kantor pos,dan lain 
sebagainya untuk itu penulis ingin mengetahui lebih dalam dengan membuat Tugas 
Akhir yang berjudul: 
"ANALISIS PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME DI TEMPAT . TEMPAT UMUM DI 
KOTA SURAKARTA'' 
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B. Perumusan Masalah 
Dari Gambaran objek penelitian di atas, maka untuk memudahkan penyusunan 
tugas akhir ini, penulis mencoba merumuskan masalah : 
a. Bagaimana prosedur pemungutan pajak reklame? 
b. Bagaimana cara menghitung besarnya pajak reklame? 
c. Hambatan apa saja yang menjadi kendala dalam melakukan pemungutan pajak 
reklame di tempat - tempat umum? 
C. Tujuan Penelitian 
Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari 
penelitian ini adalah: 
1. Untuk mengetahui prosedur pemungutan pajak reklame. 
2. Untuk mengetahui cara menghitung besarnya pajak reklame. 
3. Untuk mengetahui hambatan apa saja yang menjadi kendala dalam 
melakukan pemungutan pajak reklame di tempat - tempat umum. 
D. Manfaat Penelitian 
1. Bagi Pembaca 
Dapat menambah informasi,pengetahuandanwawasan tentang pemungutan 
pajak reklame di tempat-tempat umum di kota Surakarta. 
2. Bagi Universitas 
Sebagai bahan referensi bagi penulisan tugas akhir selanjutnya dengan tema 
yang sama. 
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3. Bagi DIPENDA 
Dapat memberikan masukan atau referensi dalam melakukan pemungutan 
pajak reklame di tempat - tempat umum di kota Surakarta. 
E. Metode Pengumpulan Data 
Ada beberapa metode yang dilakukan penulis dalam mengumpulkan data antara 
lain: 
1. Metode Wawancara 
Pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada 
pihak yang terkait di Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset 
Pemerintah Kota Surakarta. 
2. Metode Observasi 
Pengumpulan data yang dilakukan secara langsung di lokasi penelitian yaitu 
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Pemerintah Kota Surakarta. 
F. Teknik Pembahasan 
Penulis melakukan penelitian dengan menggunakan teknik pembahasan 
deskriptif, yaitu cara penelitian dengan menggambarkan sejelas dan sedetail 
mungkin objek penelitian dari sudut pandang penulis sebagai mahasiswa. 
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1. Jenis Data 
a. Data Primer  
Yaitu data yang didapat melalui pengamatan langsung penulis serta 
bertanya langsung kepada pegawai, yaitu data-data mengenai pemungutan 
pajak reklame di tempat-tempat umum di Kota Surakarta. 
b. Data Sekunder  
Yaitu data mengenai pemungutan pajak reklame di tempat-tempat umum 
di Kota Surakarta, yang diperoleh dari literatur atau sumber-sumber lainnya 
yang telah dituangkan dalam bentuk laporan, selebaran, kuesioner dan lain-
lain. 
G. Sistematika Penulisan 
BAB I PENDAHULUAN 
Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan 
penelitian, manfaat penelitian, metode pengumpulan data, dan teknik 
pembahasan. 
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 
Bab ini memberikan teori-teori yang memberikan dasar mendukung 
penyelesaian masalah dalam penyusunan Tugas Akhir, antara lain pengertian 
pajak reklame, tata cara permohonan penyelenggaraan atau pemasangan izin 
reklame, dasar pengenaan dan tarif pajak reklame, tata cara penghitungan dan 
penetapan pajak reklame, tata cara pembayaran pajak reklame,dan tata cara 
penagihan pajak reklame. 
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BAB III PEMBAHASAN 
Bab ini menguraikan tentang gambaran umum dari objek penelitian, hasil-
hasil data, dan pembahasannya. 
BAB TV PENUTUP 
Bab ini berisi kesimpulan hasil penelitian serta saran-saran yang perlu 
disampaikan untuk subjek penelitian. 





A. Pajak Reklame 
1. Dasar Hukum Pajak Reklame 
a) Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 1999 tentang pajak reklame. 
b) Keputusan Walikota Surakarta Nomor 4 tahun 2001 tentang 
Perubahan Keputusan Walikota Nomor 03/DRT/1999 tentang 
Pedoman Pelaksanaan Reklame. 
2. Pengertian Pajak Reklame 
Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraaan reklame. Sedangkan 
pengertian reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang menurut 
bentuk, susunan dan corak ragamnya untuk tujuan  komersial, dipergunakan 
untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan suatu barang 
jasa.atau orang, ataupun untuk menarik perhatian umum kepada suatu 
barang, jasa atau orang yang ditempatkan atau yang dapat dilihat, dibaca dan 
dapat didengar dari suatu tempal oleh umum, kecuali yang dilakukan oleh 
Pemerintah. 
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3. Subjek dan Objek Pajak Reklame 
a. Subyek Pajak Reklame 
1) Subyek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang 
menyelenggarakan reklame. 
2) Wajib Pajak Orang Pribadi atau Badan yang menyelenggarakan 
reklame. 
b. Obyek Pajak Reklame 
Pada dasarnya reklame dibedakan menjadi dua macam, yaitu : 
1) Reklame Tetap atau Permanen adalah reklame yang bersifat tetap 
atau tidak berubah selama bertahun - tahun kecuali ada bencana 
atau perusahaan yang bersangkutan mengalami kebangkrutan. 
Pembayaran pajaknya adalah dibayar dimuka dan untuk jangka 
waktu I tahun atau 12 bulan. Harus dibayar lunas setelah melalui 
perijinan. 
2) Reklame Insidental adalah pemasangan reklame yang dilakukan 
secara temporer dengan durasi waktu harian, mingguan, dan 
bulanan. Pambayaran pajaknya dilakukan sesuai kebutuhan yang 
termasuk dalam kategori Reklame Insidental adalah : 
a) Reklame yang meliputi : spanduk, umblul- umbul, cover board, 
banner. 
b) Reklame yang terbuat dari bahan triplek atau sejenisnya, disebut 
baliho. 
c) Reklame lainnya termasuk balon udara dan selebaran. 
Sesuai dengan Peraturan Daerah No.5 Tahun 1999 tentang pajak reklame 
ada beberapa macam jenis atau obyek reklame, yaitu : 
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1. Reklame Papan adalah reklame yang diselenggarakan dengan 
menggunakan bahan kuyu, plastik, kerlas,fibre glass, kaca, batu, logam, 
alat penyinar, atau bahan lain yang sejenis yang berbentuk lampu pijm 
atau alat lain yang bersinar yang dipasang pada tempat yang disediakan 
(berdiri sendiri) atau dengan cara digantungkan. 
2. Reklame Kain adalah reklame yang diselenggarakan dengan 
menggunakan bahan kain, plastik atau bahan lain yang sejenis dengan 
itu. 
3. Reklame Melekat adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas, 
diselenggarakan dengan cara disebarkan, diberikan atau dapat diminta 
untuk ditempelkan, diletakkan, dipasang digantungkan pada suatu benda 
milik pribadi lain dengan ketentuan luasnyatidak lebih dari200 m/lembar. 
4. Reklame Selebaran adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas,  
diselenggarakan dengan cara disebarkan, diberikan atau dapat diminta 
dengan ketentuan tidak untuk ditempelkan, diletakkan, dipasang, 
digantungkan pada suatu benda lain. 
5. Reklame Kendaraan adalah reklame yang ditempatkan atau ditempelkan 
pada kendaraan yang digerakkan oleh tenaga hewan atau tenaga 
mekanik. 
6. Reklame Peragaan adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara 
memperagakan suatu barang dengan atau tanpa disertai suara. 
7. Reklame Udara adalah reklame yang diselenggarakan di udara dengan 
menggunakan balon gas, pesawat atau lain sejenisnya. 
8. Reklame Film adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara 
menggunakan klise berupa kaca atau film, ataupun bahan - bahan lain 
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yang sejenis, sebagai alat untuk diproyeksikan dan ataupun diperagakan 
pada layar atau benda lain atau dipancarkan dan diperagakan melalui 
pesawat televisi. 
9. Reklame Suara adalah reklame yang diselenggarakan dengan 
menggunakan kata - kata yang diucapkan atau suara yang ditimbulkan 
dan atau oleh perantara alat atau pesawat apapun. 
 
Dikecualikan dari obyck pajak reklame adalah sebagai berikut : 
1. Penyelenggaraan reklame oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah 
Daerah. 
2. Penyelenggaraan reklame melalui Televisi, Radio, Warta Harian, Warta 
Mingguan, Warta Bulanan dan sejenisnya. 
B. Tata Cara Permohonan Penyelenggaraan atau Pemasangan Izin Reklame 
1. Untuk mendapatkan izin pemasangan atau penyelenggaraan reklame, pihak yang 
berkepentingan harus mengajukan permohonan tertulis kepada Walikota lewat 
Kepala DPPKA Surakarta dengan menyebutkan sekurang-kurangnya: 
a. Tanggal, bulan dan tahun surat permohonan. 
b. Nama dan alamat Wajib Pajak. 
c. Jenis dan isi reklame yang akan dipasang. 
d. Bunyi kata - kata, kalimat dan penjelasannya. 
e. Pernyataan kesanggupan memasang lampu penerangan untuk papan reklame 
jenis Billboard. 
f. Lokasi yang dimohon dan telah mendapatkan persetujuan dan rekomendasi 
dari instansi terkait. 
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g. Dalam hal pemasangan reklame dengan kontruksi harus dilampiri dengan 
gambar rencana bangunan, volume bangunan dan denah bangunan yang 
telah mendapatkan persetujuan rekomendasi dari instansi terkait. 
h. Tanda tangan dan nama terang Wajib Pajak. 
2. Walikota berhak menolak permohonan izin pemasangan reklame apabila : 
a. Tidak memenuhi persyaratan sebagaimana ketentuan di atas. 
b. Dianggap mengganggu ketertiban, keamanan lalu lintas jalan, norma-norma 
kesusilaan pandangan dan estetika keindahan. 
3. Surat Permohonan tersebut di atas harus disampaikan kepada Walikota selambat-
lambatnya 7 hari sebelum dipasangnya reklame. 
4. Pemberian dan atau penolakan permohonan izin penyelenggaraan reklame 
disampaikan kepada pemohon selambat-lambatnya 1 bulan terhitung sejak 
diterimanya surat penyelenggaraan reklame. 
5. Masa berlakunya izin penyelenggaraan reklame paling lama 1 tahun dan dapat 
diperpanjang dengan mengajukan permohonan kembali sesuai dengan ketentuan 
di atas (selambat-lambatnya sebelum berakhirnya masa izin reklame). 
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6. Izin penyelenggaraan reklame diberikan setelah pemegang izin membayar pajak 
reklame, jaminan biaya pembongkaran dan pembayaran lain sesuai ketentuan 
yang berlaku. 
C. Dasar Pengenaan dan Tarif Pajak Reklame 
Sebagaimana dimaksud dalam pasal 5, 6 dan 7 Peraturan Daerah No.5 Tahun 1999 
tentang pajak reklame. 
1. Dasar pengenaan pajak adalah nilai sewa reklame. 
2. Nilai sewa reklame sebagaimana dimaksud pada ketentuan (l) di atas, dihitung 
dengan menjumlahkan nilai strategis dan nilai jual obyek pajak reklame. 
3. Tarif pajak ditetapkan sebesar 20%. 
4. Pajak terutang dipungut di daerah. 
5. Besarnya pajak terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak 
sebagaimana dimaksud dalam ketentuan (3) di atas, dengan dasar pengenaan 
sebagaimana dimaksud dalam ketentuan (2) di atas. 
D. Tata Cara Penghitungan dan Penetapan Pajak Reklame 
1. Setiap Wajib Pajak wajib mengisi SPTPD. 
2. SPTPD sebagaimana dimaksud pada ketentuan (l) di atas, harus diisi dengan jelas, 
benar,dan lengkap serta ditanda tangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya. 
3. Bentuk, isi dan tata cara pengisian SPTPD ditetapkan oleh Walikota. 
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4. Berdasarkan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam ketentuan (1) di atas, 
Peraturan Daerah ini, Walikota menetapkan pajak terutang dengan menerbitkan 
SKPD. 
5. Apabila SKPD sebagaimana di maksud pada ketentuan (4) di atas, tidak atau 
kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 hari sejak SKPD diterima, 
dikenakan bunga sebesar 2% sebulan dan ditagih dengan menerbitkan STPD. 
6. Wajib Pajak yang membayar sendiri, SPTPD sebagaimana dimaksud dalam 
ketentuan (l), digunakan untuk menghitung, memperhitungkan dan menetapkan 
pajak sendiri yang terutang. 





8. SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ketentuan (7) di atas, diterbitkan: 
a. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang 
terutang tidak atau kurang dibayar, dikenakan sanksi administrasi berupa 
bunga sebesar 2% sebulan, dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat 
dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 bulan dihitung sejak saat 
terutangnya pajak. 
b. Apabila SPTPD tidak disampaikan dalam jangka waktu yang ditentukan dan 
telah ditegur secara tertulis, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 
sebesar 2% sebulan, dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar 
untuk jangka waktu paling lama 24 bulan dihitung sejak saat terutangnya 
pajak. 
  xxvii 
 
9. SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ketentuan (7) di atas, diterbitkan apabila 
ditemukan data baru atau data yang semula belum terungkap yang 
menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang, aakan dikenakan sanksi 
administrasi berupa kenaikan sebesar 100% dari jumlah kekurangan pajak 
tersebut. 
10. SKPDN sebagaimana dimaksud pada ketentuan (7) di atas, diterbitkan apabila 
jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak 
tidak terutang dan tidak ada kredit pajak. 
11. Apabila kewajiban membayar pajak terutang dalam SKPDKB dan SKPDKBT 
sebagaimana dimaksud pada ketentuan (7) di atas, tidak atau tidak sepenuhnya 
dibayar dalam jangka waktu yang telah ditentukan, ditagih dengan menerbitkan 
STPD ditambah dengan administrasi berupa bunga 2% sebulan. 
E. Tata Cara Pembayaran Pajak Reklame 
1. Pembayaran pajak dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh 
Walikota sesuai waktu yang ditentukan dalam SPTPD, SKPD, SKPDKB dan STPD. 
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2. Apabila pembayaran pajak dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, hasil 
penerimaan pajak harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam 
atau waktu yang ditentukan oleh Walikota. 
3. Pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ketentuan (l) dan (2) di atas, 
dilakukan dengan menggunakan SSPD. 
4. Pembayaran pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas. 
5. Walikota dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk mengangsur 
pajak terutang dalam kurun waktu tertentu, setelah memenuhi persyaratan yang 
ditentukan. 
6. Angsuran pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ketentuan (5) di atas, 
harus dilakukan secara teratur dan berturut - turut dengan dikenakan bunga 
sebesar 2% sebulan dari jumlah pajak yang sebelum atau kurang dibayar. 
7. Walikota dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk menunda 
pembayaran pajak sampai batas waktu yang ditentukan setelah memenuhi 
persyaratan yang ditentukan dengan dikenakan bunga sebesar 2% sebulan dari 
jumlah pajak yang belum atau kurang dibayar. 
8. Persyaratan untuk dapat mengangsur atau menunda pembayaran serta tata cara 
pembayaran angsuran dan penundaan sebagaimana dimaksud pada ketentuan 
(5) dan (7) di atas,ditetapkan oleh Walikota. 
9. Setiap pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam ketentuan di atas, 
diberikan tanda bukti pambayaran dan dicatat dalam buku penerimaan. 
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10. Bentuk, jenis, isi, ukuran tanda bukti pembayaran dan buku penerimaan pajak 
sebagaimana dimaksud dengan ketentuan (9) di atas, ditetapkan oleh Walikota. 
F. Tata Cara Penagihan Pajak Reklame 
1. Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal 
tindakan pelaksanaan penagihan pajak dikeluarkan 7 hari sejak jatuh tempo 
pembayaran. 
2. Dalam jangka waktu 7 hari setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan 
atau surat lain sejenis, Wajib Pajak harus melunasi pajak yang terutang. 
3. Surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana pada 
ketentuan (l) di atas, dikeluarkan oleh pejabat. 
4. Apabila jumlah pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu 
sebagaimana ditentukan dalam surat teguran atau surat peringatan atau surat 
lain yang sejenis, jumlah pajak yang harus dibayar ditagih dengan surat paksa. 
5. Pejabat menerbitkan surat paksa segera setelah lewat 2l hari sejak tanggal surat 
teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis. 
6. Apabila pajak yang harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu 2 x24 jam 
sesudah tanggal pemberitahuan surat paksa, Pejabat segera menerbitkan Surat 
Perintah Melaksanakan Penyitaan. 
7. Setelah dilakukan penyitaan dan Wajib Pajak belum juga melunasi utang pajaknya 
setelah lewat l0 hari sejak tanggal Pelaksanaan Surat Perintah Melaksanakan 
Penyitaan, Pejabat mengajukan permintaan penetapan tanggal Pelelangan 
kepada Kantor Lelang Negara. 
8. Setelah Kantor Lelang Negara menetapkan hari, tanggal, jam dan tempat 
pelaksanaan lelang, Juru Sita memberitahukan dengan segera secara tertulis 
kepada Wajib Pajak. 
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9. Bentuk, jenis dan isi formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan 
pajak daerah ditetapkan oleh Walikota. 





A. Gambaran Umum Objek Penelitian 
1.1. Sejarah Dinas Pendapatan Daerah 
Sejarah Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Dati II Surakarta tentunya tidak 
dapat dipisahkan dengan sejarah daerah Surakarta sebagai wilayah 
pemerintahan otonom. Sesudah lndonesia merdeka pada l7 Agustus 1945, di 
daerah Surakarta sampai tahun 1946 sedang diliputi suasana yang hangat akibat 
adanya pertentangan pendapat antara pro dan kontra Daerah Istimewa. 
Kemudian dengan penetapan Pemerintah tanggal 15 Juli 1946 Nomor l6lS-D 
Daerah Surakarta untuk sementara ditetapkan sebagai Daeratr Karesidenan dan 
dibentuk Daerah Baru dengan nama Kota Surakarta. 
Peraturan itu kemudian disempurnakan dengan munculnya Undang-Undang 
Nomor 16 Tahun 1947 yang menetapkan Kota Surakarta menjadi Haminte Kota 
Surakarta. Pelaksana teknis pemerintahan Haminte Kota Surakarta terdiri dari 
jawatan-jawatan. Jawatan yang dimaksud adalah Jawatan Seketariat Umum, 
Jawatan Keuangan, Jawatan Pekerjaan Umum, Jawatan Sosial, Jawatan 
Kesehatan, Jawatan Perusahaan, Jawatan P.D.&K, Jawatan Pamong Praja, dan 
Jawatan Perekonomian. Jawatan Keuangan ini merupakan lembaga yang 
mengurusi penerimaan pendapatan daerah yang antara lain adalah pajak 
daerah. 
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Berdasarkan Surat Keputusan Wali Kota Kepala Daerah Kotamadya 
Surakarta tanggal 23 Februari 1970 nomor 259/X.10/Kp.70 tentang Struktur 
Organisasi Pemerintahan Kotamadya Surakarta. Urusan- urusan dari Dinas-
Dinas di Kotamadya Surakarta termasuk Dinas Pemerintahan Umum, diganti 
menjadi Bagian, dan Bagian membawahi Urusan-urusan, sehingga dalam 
Dinas Pemerintahan Umum Urusan Pajak diganti menjadi Bagian Pajak. Pada 
Tahun 1972, Bagian Pajak itu dihapus berdasarkan Surat Keputusan Walikota 
Kepala Daerah Kotamadya Surakarta tanggal 30 Juni 1972 nomor 
163/Kep./Kdh.IV/Kp.72 tentang penghapusan Bagian Pajak dari Dinas 
Pemerintahan umum karena bertalian dengan pembentukan dinas baru. 
Dinas Baru tersebut adalah Dinas Pendapatan Daerah yang dibentuk 
berdasarkan Surat Keputusan Walikota Kepala Daerah Kotamadya Surakarta 
tanggal 30 Juni 1972 nomor 162/Kdh.IV/Kp.72. 
Dinas Pendapatan Daerah kemudian sering disingkat Dipenda sesuai 
singkatan yang digunakan oleh Dinas Pendapatan Dearah Propinsi Jawa 
Tengah. Menurut Surat Keputusan Walikota Kepala Daerah Kotamadya 
Surakrta nomor l62/Kdh.IV/Kp.72 tersebut. Dinas Pendapatan Daerah 
dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan langsung dan 
bertanggung jawab kepada Walikota Kepala Daerah. 
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1.2. Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Daerah Kota Surakarta 
Struktur organisasi yang baik perlu diterapkan untuk mempernudah dalam 
pengawasan managemen agar pelaksanaan suatu kegiatan dapat berjalan 
dengan lancar. Penetapan Struktur Organisasi yang jelas sangat diperlukan 
sesuai dengan bagian masing-masing. 
Adapun tujuan disusunnya Struktur Organisasi adalah untuk: 
a. Mempermudah pelaksanaan tugas dan pekerjaan 
b. Mempermudahkan pimpinan dalam mengawasi pekerjaan bawahan 
c. Mengkoordinasi kegiatan untuk mencapai tujuan yang diharapkan 
d. Menentukan kedudukan seseorang dalam fungsi dan keglatan, sehingga 
mampu menjalankan tugas yang dibebankan kepadanya 
1.3. Deskripsi Tugas Jabatan Struktural 
a. Kepala Dinas 
Kepala Dinas mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan di 
bidang pendapatan daerah. 
b. Bagian Tata Usaha 
Kepala Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan 
administrasi umum, perijiinan, kepegawaian dan keuangan sesuai dengan 
kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Dinas. 
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c. Sub Dinas Bina Program 
Kepala Sub Dinas Program mempuyai tugas melaksanakan penyusunan 
rencana strategis dan program kerja tahunan Dinas, mengadakan 
monitoring dan pengendalian serta evaluasi dan pelaporan sesuai dengan 
kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Dinas. 
d. Sub Dinas Pendaftaran, Pendataan, dan Dokumentasi 
Kepala Sub Dinas Pendaftaran, Pendataan, dan Dokumentasi 
mempunyai tugas menyelenggarakan pembinaan dan bimbingan di 
bidang pendaftaran dan pendataan serta dokumnetasi dan pengolahan 
data sesuai dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Dinas. 
e. Sub Dinas Penetapan 
KepalaSub Dinas Penetapan mempunyai tugas menyelenggarakan 
pembinaan dan bimbingan di bidang perhitungan, penerbitan surat 
penetapan pajak dan retribusi serta penghitungan besarnya angsuran bagi 
pemohon sesuai dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala 
Dinas. 
f. Sub Dinas Pembukuan 
Kepala Sub Dinas Pembukuan mempunyai tugas menyelenggarakan 
pembinan dan bimbingan di bidang pembukuan penerimaan serta 
pembukuan persediaan sesuai dengan kebijakan teknis yang ditetapkan 
oleh Kepala Dinas. 
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g. Sub Dinas Penagihan 
Kepala SubDinas Penagihan mempunyai tugas menyelenggarakan 
pembinaaan dan bimbingan di bidang penagihan dan keberatan serta 
pengelolaan penerimaan sumber pendapatan lain sesuai dengan 
kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Dinas. 
h. Cabang Dinas 
Kepala Cabang Dinas mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas 
Kepala Dinas pada Cabang Dinas di Kecamatan. 
i. Jabatan Fungsional 





5) Pemeriksa Pajak 
Uraian tugas Kelompok Jabatan Fungsional mengikuti pedoman uraian 
tugas sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. 
1.4. Kedudukan, Tugas Pokok, dan Fungsi Dinas Pendapatan Daerah 
Dinas Pendapatan Daerah (DIPENDA) Kota Surakarta adalah unsur pelaksana 
Pemerintah Daerah di bidang pendapatan daerah, yang dipimpin oleh seorang 
Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota 
Surakarta.Dipenda Kota Surakarta mempunyai tugas pokok seperti tercantum 
dalam Peraturan Daerah (Perda) No.6 Tahun 1990 pasal yaitu melaksanakan 
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sebagian urusan rumah tangga daerah dalam bidang pendapatan daerah dan 
tugas-tugas lainnya yang diserahkan Walikota Surakarta kepadanya. 
Dipenda Kota Surakarta mempunyai fungsi sebagaimana terdapat dalam 
Perda No.6 Tahun 1990 pasal 4 yaitu: 
a. Melakukan Perumusan Kebijakan Teknis, pemberian bimbingan dan 
pembinaan, koordinasi teknis dan tugas-tugas lain yang diserahkan oleh 
Walikota Surakarta kepadanya sesuai dengan ketentuan yang berlaku 
b. Melakukan Urusan Tata Usaha 
c. Melakukan pendaftaran dan pendataan Wajib Pajak Daerah dan Wajib 
Pajak Retribusi Daerah 
d. Membantu melakukan pekerjaan objek dan subjek Pajak Bumi dan 
Bangunan (PBB) yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak atau 
Direktorat PBB dalam hal menyampaikan dan menerima kembali Surat 
Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) Wajib Pajak. 
e. Melakukan penetapan besarnya Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 
f. Membantu menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT), 
Surat Ketetapan Pajak (SKP), Surat Tagihan Pajak (STP) dan sarana 
administrasi PBB lainnya, yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak 
kepada Wajib Pajak serta membantu melakukan penyampaian Daftar 
Himpunan Pokok Pajak (DHPP) PBB yang dibuat oleh Direktorat Jenderal 
Pajak kepada petugas pemungut PBB yang ada dibawah pengawasannya 
  xxxvii 
 
g. Melakukan pembukuan dan pelaporan atau pemungutan dan 
penyetoran Pajak Daerah serta pendapatan daerah lainnya 
h. Melakukan koordinasi dan pengawasan atas pekerjaan penagihan Pajak 
Daerah,Retribusi Daerah dan Penerimaan Asli Daerah (PAD) 
lainnya,serta penagihan Pajak Bumi dan Bangunan yang dilimpahkan 
oleh Menteri Keuangan kepada daerah 
i. Melakukan tugas perencanaan dan pengendalian operasional di bidang 
pendataan,penetapan dan penagihan Pajak Daerah, Retribusi Daerah, 
Penerimaan Asli Daerah dan PBB 
j. Melakukan penyuluhan mengenai Pajak Daerah,Retribusi Daerah dan 
Pendapatan Daerah lainnya 
1.5. Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah 
Dalam melaksanakan tugasnya Dipenda Kotamadya Dati II Surakarta 
mendapat pembinaan teknis fungsional dari Dinas Pendapatan Daerah Tingtat I 
Jawa Tengah. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Dinas menerapkan prinsip-
prinsip koordinasi, integrasi, sinkonisasi, dan simplifikasi., baik dalam lingkungan 
Dipenda maupun instansi-instansi lain di luar Dipenda sesuai dengan bidang 
tugasnya. Kepala Sub Bagian Tata Usaha para Kepala Seksi, Kepala Unit 
Penyuluhan dan Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas harus menerapkan prinsip-
prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi sesuai dengan bidang 
tugasnya masing-masing. 
 
Kepala Dinas, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, para Kepala Seksi dan Kepala 
Unit Penyuluhan, bertanggung jawab memberikan bimbingan/pembinaan 
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kepada bawahannya serta melaporkan hasil-hasil pelaksanaan tugasnya 
menurut hierarkhis jabatan masing-masing. Kepala Sub Bagian Tata Usaha, 
para Kepala Seksi, Kepala Unit Penyuluhan dan Kepala Unit Pelaksana teknis 
Dinas bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Para Kepala Urusan/Sub Seksi 
pada Dinas Pendaptan Daerah bertanggung jawab kepada Kepala Sub Bagian 
Tata Usaha/Kepala Seksi yang membidangi. 
Kepala Dinas, Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kepala Seksi di 
lingkungan Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Dati II Surakarta diangkat 
dan diberhentikan oleh Gurbenur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah atas 
usul Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surakarta. Kepala Urusan, 
Kepala Sub Seksi dan Kepala Unit Penyuluhan di lingkungan Dinas 
Pendapatan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta diangkat dan 
diberhentikan oleh Walikotamdya Kepala Daerah Tingkat II Surakarta. 
1.6. Visi dan Misi Dipenda 
a. Visi Dipenda 
Visi Dipenda adalah mewujudkan peningkatan pendapatan daerah yang 
optimal untuk mendukung penyelenggaraan pemerintah Kotamadya Daerah 
Tingkat II Surakarta. 
b. Misi Dipenda 
Misi Dipenda adalah: 
1) Menggali sumber pajak dan retribusi tiada henti. 
2) Meningkatkan pendapatan daerah tiada kenal menyerah. 
3) Mengutamakan lavalitas pelayanan ketertiban.  
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B. Analisis Data dan Pembahasan 
1. Sistem Pelaksanaan Pemungutan Pajak Reklame 
a. Fungsi yang terkait dalam melakukan pemungutan pajak reklame Dinas 
Pendapatan Daerah Surakarta dibagi menjadi tiga seksi, yang setiap seksi 
diberi tanggung jawab yang berbeda - beda, bagian yang terkait tersebut 
antara lain : 
1) Seksi Pendaftaran dan Pendataan : seksi ini bertugas melakukan 
pendaftaran dan pendataan terhadap Wajib Pajak. 
2) Seksi Penerima Pembayaran : seksi ini bertugas menerima pembayaran 
pajak dari Wajib Pajak. 
3) Seksi Pembukuan dan Pelaporan : seksi ini bertugas melakukan 
pengawasan dan pencatatan untuk membuat laporan penerimaan pajak. 
b. Dokumen yang digunakan oleh Dinas Pendapatan Daerah 
Dinas Pendapatan Daerah menggunakan dokumen-dokumen yang harus 
diotorisasai oleh Kepala Dinas, dokumen-dokumen tersebut antara lain : 
1) Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) : surat yang digunakan oleh 
Wajib Pajak untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang 
terutang ke Kas Daerah atau tempat lain yang ditentukan oleh Walikota. 
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2) Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) : surat yang digunakan sebagai bukti 
setoran oleh Wajib Pajak. 
3) Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) : surat keputusan yang menentukan 
besamya jumlah pajak yang terutang. 
c. Prosedur pemungutan pajak reklame oleh Dinas Pendapatan Daerah 
Prosedur pemungutan pajak reklame di Dinas Pendapatan Daerah sebagai 
berikut : 
1) Prosedur Pendaftaran dan Pendataan Wajib Pajak 
Wajib Pajak melaporkan tentang pemasangan reklame, kemudian Seksi 
Pendaftaran dan Pendataan datang ke Wajib Pajak untuk mendata, serta 
untuk mengisi Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) dan Surat 
Setoran Pajak (SSP) yang telah disediakan oleh seksi tersebut. Setelah 
Seksi Pendaftaran dan Pendataan selesai merinci dan memproses data 
yang diperolehnya, seksi pendaftaran dan pendataan membuat SKPD 
rangkap tiga, untuk rangkap-l diserahkan ke wajib pajak sebagai syarat 
pembayaran yang kemudian diserahkan ke seksi penerimaan 
pembayaran, rangkap-2 sebagai arsip seksi pendaftaran dan pendataan, 
dan rangkap-3 diserahkan ke seksi pembukuan. Bersama dengan SKPD 
rangkap-l, SPTPD dan SSP asli diserahkan ke Wajib Pajak, dan tembusan 
SPTPD dan SSP diserahkan ke Seksi Pendataan. 
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2) Prosedur Pembayaran Pajak Reklame 
Kasir menerima Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) rangkap-l dari wajib 
pajak, setelah Wajib Pajak membayar pajak reklame dengan menyerahkan 
Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) dan Surat Setoran Pajak (SSP), 
kemudian penerima pembayaran membubuhkan cap lunas pada SKPD dan 
membuat kwitansi pembayaran. Kemudian kwitansi pembayaran 
diserahkan ke Wajib Pajak. 
3) Prosedur Pencatatan Pembukuan 
Berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD), Surat Setoran 
Pajak (SSP), Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), Seksi Pembukuan 
melakukan pengawasan dan pencatatan ke dalam buku penerimaan pajak 
dan setiap tahun dibuat laporan penerimaan pajak yang nantinya akan 
dilaporkan kepada Kepala Dinas Pendapatan Daerah. Kemudian Seksi 
Pembukuan mengarsip ketiga dokumen tersebut. 
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2. Cara Menghitung Besarnya Pajak Reklame 
a. Dasar hukum 
Keputusan Walikota Surakarta Nomor 4 tahun 2001 tentang Perubahan 
Keputusan Walikota Nomor 03/DRT/1999 tentang Pedoman Pelaksanaan 
Reklame. 
b. Cara menghitung besarnya pajak reklame sebagai berikut : 
1) Pasal 23 
a) Tarif Pajak Reklame ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen) dari 
Nilai Sewa. 
b) Rumus menghitung besarnya Pajak Reklame adalah : tarif X Nilai 
Sewa. 
c) Cara menghitungNilai Sewa adalah: 
Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) Reklame + Nilai Strategis. 
d) Khusus untuk Reklame Non Board (Baleho, Bener dsb) 
diperhitungkan dari NJOP Reklame tanpa dengan 
mempertimbangkan Nilai Strategis. 
e) Perhitungan Nilai Jual Objek Pajak Reklame (NJOP) berdasarkan 
besarnya komponen Biaya Penyelenggaraan Reklame, meliputi 
indikator : 
(1) Biaya Pembuatan/Kontruksi 
(2) Biaya Pemeliharaan 
(3) Lama Pemasangan 
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(4) Jenis Reklame 
f) Perhitungan Nilai Strategis berdasarkan besarnya Bobot dan skor 
dari Nilai Srategis Reklame dengan indikator : 
(1) Lokasi 
(2) Kelas Jalan 
(3) SudutPandang 
(4) Ketinggian 
(5) Luas Reklame 
g) Cara menghitung Nilai Strategis dibedakan menjadi 2 (dua) : 
(1) Kontruksi adalah Nilai Titik X Harga Dasar yang diperhitungkan 
dali 50% NJOP Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang berlaku 
pada saat membayar Pajak. 
(2) Non Konruksi adalah Nilai Titik X Harga Dasar yang 
diperhitungkan dan 25% NJOP Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) 
yang berlaku pada saat membayar Pajak. 
h) Yang dimaksud Nilai Titik adalah hasil penjumlahan dari perkalian 
bobot dengan Score. 
i) Yang dimaksud harga dasar adalatr besarnya tarif Nilai Strategis 
pertitik, yang ditentukan dengan Keputusan Walikota. 
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2) Pasal 24 
a) Cara menghitung besarnya Pajak Reklame didalam prasarana Kota 
(Tanah Negara) adalah l00% X Nilai Strategis. 
b) Cara menghitung besarnya Pajak Reklame diluar prasarana Kota 
(Tanah Pribadi) adalah 60% X Nilai Strategis. 
3) Pasal 25 
a) Tabel Penetapan NJOP Reklame Board dan Tabel penetapan NJOP 
Reklame Non Board sebagaimana tersebut didalam lampiran. 
b) Daftar penetapan nilai strategis mencakup lokasi, luas reklame, 
sudut pandang, kelas jalan serta bobot dan nilai dari masing- 
masing faklor untuk reklame board sebagaimana tersebut dalam 
lampiran. 
c) Penempatan reklame dalam bentuk cover board pajak reklame dan 
jaminan bongkar dihitung tarif insidental. 
d) Penggantian visual yang belum habis masa pqiaknya, dikenakan 
ketetapan pajak sesuai ketentuan yang berlaku. 
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STUDI KASUS 
PERHITUNGAN PAJAK REKLAME TAHUN 2010 
 
PT. X memasang reklame non rokok/miras di Jl.Slamet Riyadi di Kelurahan 
Kauman dengan ukuran 4 x 6m, sudut pandang 1 muka, dan asumsi NJOP Rp 
5.095.000,00 dengan ketinggian 5 m dan masa pasang 1 tahun. Reklame 
menggunakan konstruksi dan berada di tanah negara, reklame bersinar. 
1. Isi Reklame : Non (Rokok/ Miras) 
2. Jenis : 1104.01.10B ersinar/ Konstruksi 
3. TempatPemasangan : Slamet Riyadi / Kauman / Tanah Negara 
4. Pnj x Lbr x Muka : 4m x 6m x 1Mk 
5. Ketinggian : 5m 
6. Lokasi / Kawasan : Perdagangan / Pemiagaan 
7. SudutPandang : 1 muka 
8. Masa Pasang : 1 tahun 
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Tabel III. I 
















  xlviii 
 
 
Dari tabel III.I dapat dilihat perhitungan pajak reklame tahun 2010, 
perhitungan pajak reklame yaitu dimulai dengan menentukan nilai titik terlebih 
dahulu,kemudian menentukan nilai strategis yaitu jumlah nilai titik dikalikan 
harga dasar (setengah dari nilai NJOP), kemudian menentukan ketetapan 
pajaknya dan uang jaminan bongkar (UJB) yang diperoleh 25% dari jumlah 
ketepan pajak, kemudian menentukan retribusi sewa tanah negara, setelah itu 
menentukan jumlah pajak reklame yang harus dibayar dengan menjumlahkan 
jumlah ketetapan pajak dengan uang jaminan bongkar (UJB) dan retribusi sewa 
tanah negara. 
3. Hambatan yang Timbul dalam Pemungutan Pajak Reklame 
Hambatan yang timbul dalam mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam 
melaksanakan kewajibannya, terdapat 2 faktor antara lain sebagai berikut. 
a. Dari pihak wajib pajak itu sendiri 
1) Masih rendahnya tingkat kesadaran wajib pajak 
2) Masih banyaknya para wajib pajak yang kurang jelas terhadap prosedur 
pelaksanaan pajak reklame. 
3) Adanya kesulitan untuk menghubungi wajib pajak yang berdomisili di luar 
kota. 
b. Dari pihak Dipenda 
1) Penerapan sanksi yang kurang tegas bagi wajib pajak yang kurang patuh. 
2) Penyuluhan yang kurang mencapai titik keberhasilan. 
3) Pelayanan yang kurang memuaskan dari kedua belah pihak 
4) Kurangnya tenaga lapangan yang mengawasi pelaksanaan pajak reklame. 
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Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang penulis lakukan, maka dapat 
ditarik simpulan yang berkenaan dengan analisis pemungutan pajak reklame di 
tempat - tempat umum terhadap pendapatan asli daerah kota Surakarta. 
1. Sistem pelaksanaan pemungutan pajak reklame yang berjalan pada Dinas 
Pendapatan Daerah melibatkan tiga seksi yang terkait yaitu seksi pendaftaran 
dan pendataan, seksi penerima pembayaran, seksi pembukuan dan pelaporan. 
Dimana masing-masing seksi tersebut memiliki tugas yang berbeda. 
2. Cara menghitung besarnya pajak reklame yaitu dimulai dengan menentukan 
nilai titik terlebih dahulu, kemudian menentukan nilai strategis, kemudian 
menentukan ketetapan pajaknya dan uang jaminan bongkar (UJB) yang 
diperoleh 25% dari jumlah ketepan pajak, kemudian menentukan retribusi sewa 
tanah negara, setelah itu menentukan jumlah pajak reklame yang harus dibayar 
dengan menjumlahkan jumlah ketetapan pajak dengan uang jaminan bongkar 
(UJB) dan retribusi sewa tanah negara. 
3. Hambatan dalam pemungutan pajak reklame di tempat - tempat umum 
disebabkan oleh para wajib pajak yang kurang menyadari kewajiban 
perpajakannya.. 
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B. SARAN 
Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, maka penulis dapat memberikan saran 
sebagai berikut : 
1. Agar Dipenda lebih giat untuk mengadakan penyuluhan dan pelayanan yang 
lebih memuaskan, lebih tegas dalam menerapkan sanksi, dan menyediakan 
tenaga lapangan untuk mengawasi pelaksanaan pajak reklame. 
2. Wajib pajak dapat lebih mentaati peraturan yang berlaku sehingga terjadi 
kerjasama yang baik antara wajib pajak Dipenda dan masyarakat. 
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